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Abstrak: Dalam hukum keluarga Islam kontemporer, suami memberikan nafkah
kepada isteri merupakan kewajiban sebagai konsekuensi terjadi akad nikah. Kadar
dan jumlah nafkah yang mesti diberikan kepada isteri secara teoritis-normatif tidak

disebutkan secara eksplisit. Karena itu, berdasarkan aplikasi waqdsid asy-syari'ab
pemaknaan pada kata “nafkah” harus direkonstruksi dan dikontektualisasikan dengan
problem nafkah dalam kehidupan rumah tangga di zaman now, meskipun suami dan
isteri mempunyai tugas dan peran masing-masing. Jika kewajiban itu dapat
dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan rumah tangga harmonis dapat
diwujudkan dengan baik pula.

Kata Kunci: Magasid asy-syari‘ah, Rekonstruksi, Makna Nafkah

A. Pendahuluan

Nafkah (an-nafgah) merupakan salah
satu kebutuhan pokok bagi keluarga
(seorang isteri) dalam mengkonstruksi
kehidupan rumah tangga yang harmonis
(sakinab, mawaddah wa rabmab). Banyak
rumah tangga yang tidak harmonis
disebabkan suami tidak mampu
memberikan natkah kepada keluarga
sesuai kebutuhan yang diperlukan.
Dalam tulisan ini dibatasi seorang
suami berkewajiban memberikan
nafkah lahir dan batin kepada
seorang isteri. Akan tetapi dalam
konteks ini stresing pembahasannya
dispesifikasikan dalam masalah natkah
lahir saja yang menjadi tanggung
jawab suami terhadap isteri yang
secara kasab mata mudah diukur
dan dilihat oleh keluarganya dan
oleh suami isteri itu sendiri dalam
rumah tangga.

Pembahasan masalah nafkah dalam
kajian fikih klasik ternyata sangat
luas, dan pada umumnya masuk dalam
kajian pemberian nafkah  kepada
keluarga baik terhadap keluarga kecil

(al-usrah) maupun keluarga besar (a/-
@’ilah), tidak spesifik terhadap isteri
semata. Oleh karena itu, di zaman
now ini sangat menarik untuk
dibahas yang fokus masalahnya adalah,
siapakah yang menjadi ukuran dalam
menetapkan  pemberian  nafkah
kepada isteri, berapakah standar
(ukuran) besar kecilnya nafkah isteri
pada setiap hari, setiap minggu,
setiap bulan atau setiap tahunnya,
sejak kapan nafkah itu diberikan
oleh suami kepada isteri, dan
bagaimana pandangan para ulama
(fugaha’) terhadap masalah tersebut
dilihat dari perspektif aplikasi mzagasid
asy-syari'ah.?

. Pembahasan

1. Konsep Maqasid asy-Syari’ah
AbU Ishaq asy-Syatibi (selanjutnya
disebut asy-Syatibi)," adalah seorang

! Nama lengkapnya yaitu Abua Ishiq
Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-
Lakhmi al-Garnati, yang dikenal dengan
asy-Syatibi. Tanggal dan tahun kelahiran
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bapak maqasid bagi para ulama uszi/
alfigh kontemporer” yang metrekonstrulksi
konsep magqasid  asy-syari’ah secara
sistematis-metodologis, yang sebelumnya
telah dirumuskan oleh al-Juwaini (w.
478 H), al-Gazali (w. 505 H), Ibn
‘Abd as-Salam (w. 660 H) dan Ibn
Taimiyah (w. 728 H).’ Ia sebagai
pembuka era baru dan peletak
metode usu/i dalam bentuk yang
sempurna, yang ditulis dalam
karyanya al-Muwafagat fi Usil asy-
Syari'ah, yang editornya Abd Allah
Darraz. Sedangkan dalam bentuk
perubahan, a/-Muwuwafagat fi Usil al-
Abkdm, yang diedit oleh Muhammad
Hasnain Makhlaf. Kalau Imam asy-
Syaff’i (w. 204 H) telah meletakkan
ilmu usdl alfigh dalam karyanya ar-
Risdlah, yang merupakan aturan umum
(qaniin kdlliyyah) untuk mengetahui
tingkatan dalil-dalil syara’, maka asy-
Syatibi  telah mewujudkan dan
memelihara apa yang dinamakan b
asy-syariah dengan memberikan perhatian
begitu penting pada magasid asy-
syari'ah.!

serta latar belakang kehidupan keluarganya,
sejauh beberapa literatur yang penulis baca
tidak  diketahui dengan jelas, hanya
umumnya ahli usu/ alfigh menetapkan
tahun wafatnya, bahwa ia wafat pada 790
H/1388 M. Lihat, Muhammad Abd al-
Ajtan, Min ASar Fuqaha al-Andalus: Fatawa
al-Imam ~ asy-Syatibi (Tunis: Matba’ah al-
Kawakib, 1985), h. 33-40. Muhammad
Khalid Mas’ad, Shatibi’s Philosophy of Iskimic
Law (Islamabad-Pakistan: Islamic Research
Institute International Islamic University,
1995), h. 69-71.

2Yuasuf Ahmad Muhammad al-Badawi,
Magdsid — asy-Syari‘ab  Ind 1bn  Taimiyyah
(Yordan: Dar an-Nafa’is, t.t.), h. 95.

3 Muhammad at-Tahir bin Asyar,
Magasid — asy-Syari'ah  al-Islimiyyah, editor
Muhammad Tahir al-Maisawi (Yordan: Dar
an-Fais, 1421 H./2001 M.), h. 95.

“Isma’il al-Hasani, Nazariyyah al-Magasid
Tnd al-Imam Mubammad at-Tabir bin ‘Asyiir

Asy-Syatibi  sebagai  syaikh  al-
maqasid yang telah merekonstruksi
konsep maqdsid asy-syari’ah, ternyata
dalam memulai pembahasannya, ia
tidak memberikan definsi wagdisid
asy-syari'ah secara eksplisit. Demikian
juga tidak ditemukan definsi dimaksud
di dalam literatur ilmu-ilmu fikih
Klasik.> Definisi magdsid asy-syari’ah
justru banyak ditemukan dalam karya
ulama  wus#l alfigh kontemporer,
seperti Ibn Asyar (w. 1993 H/1973
M), ‘Allal al-Fasi (w. 1972 M), ar-
Raisani, dan Wahbah az-Zuhaili.

Konsep magqasid asy-syari’ah asy-
Syatibi, dalam pembahasannya ia
kategorikan menjadi dua bagian: 1)
Dilihat dari sudut pandang tujuan
asy-Syari’ (qasd asy-Syar?’). 2) Dilihat
dari sudut pandang tujuan mukallaf
(qasd al-mukallaf). Magasid asy-syari’ah
dalam arti gasd asy-Syari’, mengandung
empat aspek, yaitu: (a) Tujuan awal
ditetapkansyari’at  adalah  untuk
kemaslahatan manusia di dunia dan
di akhirat. (b) Syari’at sebagai sesuatu
yang harus dipahami. (c) Syarf’at
sebagai suatu hukum Zzk/f yang
harus dilakukan. (d) Tujuan syarf’at
adalah membawa manusia di bawah
nauangan hukum.’

Aspek pertama berkaitan dengan
muatan dan hakikat mwagasid asy-
syariah yang dapat diwujudkan melalui
pembebanan hukum yang dapat
memelihara tujuan makhluk (manusia),
yakni kepentingan daririyyat, hajiyyat,

(ar-Rabat: al-Ma’had al-Alami li al-Fikr al-
Islami, 1416 H/1995 M), h. 65-66.

5> Ahmad ar-Raisani, Nazariyyah al-
Magasid Tnd al-Imam asy-Syatibi (Bairut: al-
Ma’had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1415
H/1995 M), h. 17-18.

6 Asy-Syatibi, al-Muwafagat fi Usiil al-
Abkam, Editor Muhammad Hasnain
Makhluf (T T'p.: Dar al-Fikr, t.t.), JId. Ke 1,
Juz ke 2, h. 2.



dan zahsinzyyat. Aspek kedua berkaitan
dengan dimensi bahasa, karena al-
Quran dan termasuk sunnah Rasulullah
diturunkan dengan bahasa Arab.
Memahami magasid asy-syari’ah yang
terkandung di dalam al-Qur’an, baik
dilihat dari segi maknanya, wuslib-
ushib-nya dan ke-7jaz-annya, secara
otomatis harus mengerti bahasa,
sehingga syari’at dapat dipahami dan
dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
Aspek ketiga berkaitan dengan ketentuan-
ketentuan syari’at dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan. Hal ini
juga berkaitan dengan kemampuan
manusia untuk melaksanakannya.
Sebab, jika faklif yang dibebankan
kepada manusia tidak dapat dilaksanakan
(taklif ma li yutaqg), maka justru kesulitan
(masyaqah) yang akan diderita dan
dihadapi oleh manusia. Aspek keempat
berkaitan dengan kepatuhan manusia
sebagai subyek hukum melaksanakan
hukum-hukum Allah, sehingga mereka
berada dalam koridor aturan-aturan-
Nya (an-nizam), tidak dalam kungkungan
hawa nafsu.

Dari uraian ini dapat dikatakan
bahwa aspek kedua, ketiga, dan
keempat pada dasamya hanyalah sebagai
penguat (sekunder) aspek pertama
yang menjadi aspek substantif
(primer). Aspek substantif ini dapat
diwujudkan melalui pembebanan
hukum  (faklifj terhadap subyek
hukum  (mukallafin) sebagai aspek
ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan
dengan baik kecuali mzkallafin memiliki
kemampuan memahami hukum-
hukum Allah, baik dari segi dimensi
lafaz, makna, #s/ib, maupun 7jaz sebagai
aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan
taklif ini dapat membawa manusia
berada dalam koridor hukum-hukum
Allah, terlepas dari kungkungan
hawa nafsu, sebagai aspek keempat.

Dalam keterkaitan demikian itulah
tujuan ditetapkan syari’at oleh Allah
tidak lain adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia di dunia dan
di akhirat, sebagai aspek substantif
dapat diwujudkan.

Sedangkan maqdsid asy-syari'ah dalam
arti gasd almmkallaf, asy-Syatibi memberikan
perhatian pada perbuatan-perbuatan
mikallafin sebagai konsekuensi dari
pembebanan  faklif, yang secara
teknis ditekankan pada niat dan
perbuatan itu sendiri. Ia menetapkan
bahwa dalam setiap pengamalan
agama itu didasarkan pada niat bagi
yang melakukannya, dan segala
maksud dalam mengerjakan hukum
itu sangat diperhatikan syara’, baik
dalam masalah ibadah ataupun adat
(mu'amalah). Dan banyak dalil hukum
yang menunjukkan pada yang demikian
ini.” Lebih lanjut, ia membedakan
maqasid dalam melaksanakan perbuatan
antara ibadah dan adat.® Magasid

7Di antaranya Q.S. al-Bayyinah (98),
ayat 5, an-Nahl (16), ayat 106, az-Zumar
(39), ayat 2, al-Anfal (9), ayat 54, al-Baqarah
(2), ayat 231, Ali Imran (3), ayat 28, an-
Nisa’ (4), ayat 12, dan hadis Rasulullah Saw.
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
dari Umar bin Khattab bahwa ia pernah
mendengar Rasulullah bersabda:
“Babwasannya segala amal itu tergantung niatnya

8 Dalam kajian ilmu ws#/ al-figh, term
adat (a/-‘adab) dan ‘wrf, ada sebagian ulama
yang menyamakan kedua term itu, dan
sebagian ulama yang lain
membedakannya.Mereka yang
menyamakan, di antaranya ‘Abd al-Wahhab
Khallaf mengemukakan bahwa %/ adalah
sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat
dan mereka melakukannya, baik berupa
perkataan, perbuatan, atau meninggalkan
sesuatu. Kemudian Khallaf mengatakan
bahwa dalam term para ahli hukum syara’,
tidak membedakan antara ak%yf dan al
‘adah. Lihat, ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘I/»
Usil al-Figh (al-Qahirah: Dar al-Kuwait li
at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1388



dalam konteks ibadah penekanannya
pada, mana yang wajib, dan mana
yang tidak wajib. Sedangkan dalam
konteks adat penekanannya pada,
mana antara yang wajib dengan yang
sunah, mubah, makruh, dan yang
haram, dan dengan yang sah, dan
yang rusak (fasid). Terkadang suatu
pekerjaan akan bernilai ibadah jika
yang dikerjakan itu dimaksudkan
untuk ibadah, demikian juga jika sesuatu
yang dikerjakan itu dimaksudkan
untuk selain ibadah, maka akan bernilai
sesuai dengan yang dimaksudkan.
Jadi niatlah yang menjadi kata kunci
bagi setiap aktifitas yang dikerjakan
mukallafin. Oleh katena itu, perbuatan
mukallafin dapat dibedakan pada dua
macam, yaitu ibadah dan adat
(7m0’ amalab).

H/1968 M), h. 89. Ulama yang
membedakannya, menurut mereka bahwa
al-‘adah yaitu sesuatu yang dikerjakan secara
berulang-ulang  tanpa ada  hubungan
rasional.  Definisi  ini  mengandung
pengertian yang sangat luas, dan ia dapat
bersumber dari subyektifitas personal (al-
Jard), seperti tidur, makan, minum, atau
bersumber dari obyektifitas masyarakat (a/
Jama ah), seperti melakukan upacara-upacara
tertentu, atau bersumber dari kondisi alam
(tabi’iypah) seperti panas atau dinginnya
iklim, cepat atau lambat seseorang menjadi
dewasa, atau bersumber dari hawa dan
nafsu, serta rusaknya akhlak, seperti
memakan harta anak yatim secara tidak sah
(bati)) dan aniaya (az-zulm). Sedangkan ‘urf
adalah kebiasaan mayoritas umat Islam,
baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Dengan demikian, a/-‘ddah itu lebih umum
dari al-‘wrf, karena al-‘adah mencakup semua
urf yang khusus, yang mugayyad, dan yang
umum. Untuk itu, menurut mereka, bahwa
setiap ‘wrf adalah ‘@dab, tapi tidak setiap
“dab itu ‘urf. Lihat, ‘Adil bin Abd al- Qadir
Qutah, ASr al-Urf wa Tatbiqatuh al-Mu'asirab
fi Figh al-Mu'amalat al-Maliyah (Jidah: Al-
Ma’had al-Islami Lilbuha$ wa at-Tahdib,
1428 H), h. 32-33.
9Asy-Syatibi, gp.cit., h. 225-226.

a.

Masalah ibadah

Asy-Syatibi menegaskan bahwa
pertimbangan mendasar dalam
ibadah sejauh menyangkut subyek
hukum (mukallaf) adalah za’abbud
tanpa mempertimbangkan makna-
makna tersirat. Sedangkan dalam
adat (mu'amalah), pertimbangan
dasamya adalah makna-makna tersirat.
Penegasan ini, ia tunjukkan beberapa
argumen: (a) Dari penelitian syari’at
secara induktif diketahui bahwa
ketetapan-ketetapan seperti bersuct
dari hadas (faharah al-hadas) ketika
mau mengetjakan salat, dan zayammm
ketika tidak ada air, demikian
juga semua ibadah seperti puasa,
haji, dan yang lainnyaadalah sulit
dijelaskan, kecuali dalam term-
term fa‘abbud. Berbeda dengan adat,
bahwa ketetapan-ketetapan seperti
itu didasarkan pada kemaslahatan
manusia. (b) Dalam ibadah, petluasan
lingkup zabbud tidaklah dikehendaki,
karena faklif dibatasi pada perintah-
perintah tertentu yang tercakup
dalam ibadah itu sendiri. Berbeda
dalam adat, perluasan aturan itu
merupakan tujuan. Karenanya
asy-Syar?” dengan kehendaknya
menjelaskan aturan-aturan hukum
(tasyri’) yang berkaitan dengan
adat berkenaan dengan alasan-
alasan hukum (‘Z/ah) dan hikmah-
hikmah-nya secara umum. "
Tegasnya, dalam ibadah, hanya
dilakukan oleh mintkallafin
dicirikan dengan kembali pada
apa yang telah ditetapkan asy-
Syart”  (ar-rujit’  ila  mujarrad  ma
haddabn  asy-Syar?),  mengikat
sesuatu dengan perintah Allah
(al-ingiyad li awamir Allah), sesuatu
yang secara khusus menjadi hak
Allah semata (ma hawa hagqgan

10Tbid., h. 211-213.



lillah  kbassatan), dan kembali
kepada sesuatu yang tidak bisa
dipahami alasan-alasannya (rgj7’
ila ‘adami ma'qiliyyab).

Asy-Syatibi juga menegaskan
bahwa semua masalah 72'abbud
ditunjukkan oleh pertimbangan-
pertimbangan: (1) Bahwa seorang
mukallaf terikat dengan perintah
untuk mematuhi tuntutan hukum
(igtida’) atau pilihan (takhyir) yang
dikenakan oleh perintah tersebut.
(2) Jika dipahami bahwa igtida’
atau  fakhyir itu sebagai suatu
hikmah, maka bukan berarti itu
satu-satunya  hikmah  dalam
perintah tersebut, atau bahwa ia
satu-satunya maslahat yang harus
diwujudkan. Keadaan yang tidak
pasti  (waqifin) ini dihilangkan
dengan cara berpaling pada
ta'abbud. (3) Bahwa kewajiban-
kewajiban hukum bisa juga
diketahui dengan melalui dua
cara, vyaitucara yang dikenal
seperti zmd’, nas, isyarah, as-Sabr,
mundsabah, dan lain-lain. Atau,
jika cara-cara ini tidak bisa
diterapkan, maka kewajiban jenis
yang kedua yaitu hanya diketahui
melalui wahyu. Dalam konteks
kewajiban  (taklf) ini  mukallaf
dituntut untuk 7z'abbud saja sesuai
dengan aturan vyang asy-Syar?’
telah tetapkan.'

Taklif dalam kaitan dengan
perbuatan  mukallaf juga bisa
dipandang sebagai hak Allah, atau
hak manusia. Asy-Syaibi membedakannya
pada tiga macam: (a) Hak-hak
yang semata-mata milik Allah,
seperti ibadah. (b) Hak-hak Allah
dan juga hak-hak manusia, tetapi
pertimbangan  hak-hak  Allah
lebih dominan. (c) Hak-hak Allah

1]bid., h. 216-218.

dan juga hak-hak manusia, tetapi
pertimbangan hak manusia lebih
dominan. Ketiga macam ini
maslahat (a’na) tercakup secara
langsung, dan karenanya macam-
macam ini tidak bersifat z-abbudi
secara mendasar.”

Dalam melaksanakan  zaklf
kaitan dengan hak-hak tersebut
di atas, asy-Syatibi mengatakan
bahwa mmkallaf dilarang mengeugurkan
taklif itu dengan cara hbilah atau
tahayyul. ® 1a menggugurkan itu
apakah dengan cara mengalihkan
nilai suatu perbuatan hukum kepada
perbuatan lain yang didasarkan
pada adanya keserupaan secara
lahiriahnya, atau dengan cara
mereduksi nilai-nilai perbuatan
tersebut menjadi sarana untuk

2[bid., h. 221-223.

3 Yaitu, apabila seorang mukallaf
menggunakan cara-cara tertentu untuk
melepaskan diri dari suatu kewajiban, atau
untuk menjadikan sesuatu yang terlarang
menjadi halal baginya, maka cara-cara
seperti itu menjadikan sesuatu yang wajib
menjadi tampak haram dan sesuatu yang
haram nampak menjadi halal. Misalnya
Allah telah mewajibkan dan mengharamkan
beberapa perkara, terkadang secara mutlak
tanpa dibatasi dengan sesuatu, atau
diurutkan atas sesuatu sebab, seperti
diwajibkan salat, puasa, dan haji, dan
diharamkan zina, riba, dan pembunuhan.
Demikian juga Allah mewajibkan beberapa
perkara yang diurutkan dengan beberapa
sebab, sebagaimana mengharamkan
beberapa perkara yang diurutkan dengan
beberapa sebaba, seperti diwajibkan zakat,
kafarat, melaksanakan #nazar, hak syufab
secara bersyarikat, mengharamkan wanita
yang sudah ditalak b4%7, dan memanfaatkan
barang hasil menggasab dan mencuri. Dari
semua contoh ini, apabila mukallaf berusaha
untuk menghilangkan kewajiban itu dari
dirinya, atau membolehkan yang dilarang
dari dirinya sehingga yang wajib menjadi
tidak wajib, dan yang haram menjadi halal,
maka yang demikian inilah dinamakan hilah
atau zabayyul.



mencapal  perbuatan-perbuatan
tertentu yang lain, sementara
perbuatan-perbuatan tersebut
dimaksudkan sebagai tujuan. Misalnya,
ketika seseorang masih berada di
suatu desa, telah masuk waktu
salat, maka wajib ia mengerjakan
salat empat rekat, kemudian ia
mencari  sebab  (bilah) untuk
menggugurkan semuanya dengan
jalan meminum khamar, atau
obat yang memabutkkan sehingga
habislah waktu salat, atau ia
bermaksud meng-gasar salat lalu
ia melakukan safzr. Demikian
juga seorang yang berada di bulan
ramadan  kemudian = melakukan
safar supaya bisa makan siang,
atau mempunyai harta yang dengan
harta itu ia bisa menunaikan
ibadah haji kemudian dihibahkan
kepada orang lain atau kepada
anaknya supaya ia terlepas dati
wajib haji, atau ia mau mensetubuhi
seorang budak lalu menculiknya
kemudian ia mensetubuhinya,
dan dinyatakan budak itu telah
mati  lalu  dibayar harganya,
sebagaimana ia melepaskan diri
dari  wajib membayar zakat
dengan menghibahkan hartanya.
Menurut asy-Syatibi semua contoh
hilah  tersebut, yakni menghalalkan
yang haram, atau sebaliknya dengan
tujuan menggugurkan kewajiban
adalah diharamkan."

Untuk menguatkan pandangannya
tersebut,  asy-Syatibi  banyak
berargumen dengan ayat-ayat al-
Qur’an dan hadis. Kemudian, ia
menyatakan bahwa aturan-aturan
hukum dibuat Allah untuk kemaslahatan
manusia, karena itu, segala aktifitas
manusia kaitan dengan kemaslahatan,
dikarenakan kemaslahatan adalah

14Asy-Syatibi, gp.cit.,h. 265-267.

tujuan pembuat hukum (wagsid
asy-Syar?’). Jika suatu perbuatan
didasarkan pada lahiriah dan
batiniah yang memang disyari’atkan
dengan halal, maka jelas ia adalah
perbuatan yang baik. Tapi ada,
perbuatan secara lahiriah halal
namun niatnya ditolak oleh
prinsip hukum, maka ia tidak
halal, seperti mengerjakan salat
ingin dipuji orang lain (ria’ an-
nas).”

Berdasarkan penjelasan  hilah
di atas, asy-Syatibi lebih lanjut
membagi hilah pada tiga macam:
Pertama, bilah yang semua ulama
membatalkannya, seperti orang-
orang munafik, dan orang-orang
yang beramal riya’. Kedua, semua
ulama membolehkannya, seperti
mengucapkan kalimat kufur karena
dipaksa, hilah yang demikian ini
tujuannya untuk memelihara
darah, sedangkan keyakinannya
tetap dibolehkan. Hal ini dibolehkan
dengan pertimbangan termasuk
maslahat dunyawiyyah yang tidak
mendatangkan kemafsadatan,
baik di dunia maupun di akhirat.
Berbeda dengan yang pertama,
akan dapat merusak maslahat
ukhrawiyyah. Kemaslahatan dan
kemafsadatan ukhrawiyyah harus
didahulukan atas kemaslahatan
dan kemafsadatan dunyawiyyah.
Ketiga, bagian ini menimbulkan
bermacam-macam pendapat,
karena tidak ada dalil yang pasti
yang menghubungkan pada macam
yang pertama, atau pada yang
kedua. Tidak jelas, apakah hiyal
seperti itu sejalan dengan kehendak
asy-Syar?, ataukah justru kontradiksi
dengannya. Karena itu, Aiyal
seperti ini bersifat kontroversial.

151bid., h. 268-269.



Asy-Syatibi dalam konteks ini
menjelaskan  dengan  melalui
contoh nikah muballil (perceraian
antara perempuan yang telah
ditalak bd’in dengan suami kedua,
dengan tujuan menjadikan halal
perkawinan dengan suami pertama),
dan buyn’ al-ajal (penjualan secara
kredit). ' Jadi, orang-orang yang
memandang bahwa hiyal seperti
ini dilarang, berarti mereka meyakini
bahwa /l#yal itu bertentangan
dengan kemaslahatan, dan syart’at..
Masalah adat (2 amealab).

Asy-Syatibi dalam konteks ini
ia mengartikan dari dua sudut
pandang:  (a) Dalam  arti
kebiasaan dan perilaku manusia
yang berlaku umum (a/-'awa’id al-
ammak) yang tidak berbeda
dengan berbedanya situasi dan
kondisi, seperti makan, minum,
senang, sedih, tidur, tidak tidur,
mendapatkan  kebaikan, dan
menjauhi segala penderitaan, dan
lain-lain. (b) Adat dalam arti
budaya yang berbeda disebabkan
berbedanya situasi dan kondisi,
seperti  keadaan  berpakaian,
ragam bentuk tempat domisili,
keramahtamahan, lambat, cepat
dalam berbagai urusan, egoistis,
dan terburu-buru. ' Termasuk
dalam konteks ini adalah tradisi
masa jahiliyah (pra-Islam) yang
terus kontinyu berjalan, seperti
diyat, qasamah, berkumpul pada
hart jum’at  (al-‘aribab) untuk
saling menasehati dan mengingatkan,
girad, kiswah al-ka’bah, dan lain-
lain."®

Penggunaan term adat dari
dua sudut pandang di atas

161bid., h. 270-272.
1bid.,h. 208.
181bid., h. 214.

sebagai imbangan dari term
ibadah. Dalam implementasinya,
menurut asy-Syatibi bahwa zz£/f
tethadap  mukallafin  berkaitan
dengan adat itu didasarkan pada
keberlanjutan  (al-istigrar)  dan
kontinyuitas (istimrar) adat itu
sendiri. Karena keberlangsungan
eksistensi adat dalam dunia nyata
(wwjiid)  ini  merupakan suatu
keharusan yang diketahui
(ma’lim), bukan dugaan semata
(magmin).” Lebih lanjut, ia mengatakan
bahwa sckiranya adat-istiadat yang
berada di alam nyata ini beragam,
maka keberagaman itu menuntut
petbedaan proses penentuan hukum,
serta menuntut perbedaan klasifikasi
hukum dan perbedaan &hitab. 2
Hal ini berarti perbedaan adat-
istiadat dapat berimplikasi pada
implementasi hukum dan yang
demikian ini dalam konteks
pemikiran hukum, dapat ditoleransi.

Asy-Syatibi membagi adat-
istiadat kontinyuitas itu pada dua
macam: (1) AFawd'id asy-sydriyyab,
yaitu adat-istiadat yang ditetapkan
atau tidak ditetapkan oleh dalil
syara’.  Artinya, syara’ telah
memerintahkan sebagai 7ab, nadb,
karahah, atau tabrim, atau syara’
mengizinkan untuk dilakukan
atau ditinggalkan. Pembahasan
adat semacam ini tidak begitu
penting untuk diperluas dalam
konteks keterkaitan antara znas
dengan adat, sebab asy-Syatibi
sendiri menyebutnya sebagai
sama dengan semua persoalan
syara’. Atas dasar pertimbangan
ini, tidak dibenarkan, misalnya
ada orang yang mengatakan
bahwa perintah menghilangkan

OJbid., h. 194.
21bid., h. 195.



najis dan bersuci untuk bersemedi,
membuka aurat bagi orang
dewasa bukanlah suatu hal yang
tercela, dan perbuatan buruk,
sehingga dibolehkan. Jika dibolehkan,
berarti menghapuskan (nasakh)
hukum-hukum yang tetap dan
kontinyu. Padahal nasakh setelah
wafat Nabi saw. adalah batal. (2)
Al-‘awa’id aljariyah, yaitu adat-
istiadat yang berlaku antara
sesama manusia tanpa ada dalil
syara’ yang menetapkan atau
meniadakannya. Adat-istiadat yang
semacam ini yang dikembangkan
dalam  pembahasan mengenai
kaitan #ds dengan adat, atau
perubahan sosial. A/-‘awd’id al-
Jariyah ini, dalam kenyataannya
terkadang ada  menunjukkan
bersifat tetap, seperti nafsu
makan, minum, berpikir, berbicara,
berjalan, dan lain-lain. Adat yang
demikian ini tidak mengiringi
situasi dan kondisi, dan terkadang
ada adat yang mengiringi situasi
dan kondisi, serta mengalami
perubahan.”

Adat-istiadat yang mengalami
perubahan  (almutabadilah) oleh
asy-Syatibi dijelaskan: (a) Perubahan
nilai adat suatu masyarakat dari
baik kepada buruk, atau sebaliknya,
seperti membuka kepala bagi
perempuan mempunyai sifat 7z ab,
yang buruk di negara bagian
Timur, dan tidak buruk di negara
Barat. (b) Perubahan dan petrbedaan
dalam pengungkapan tujuan yang
disebabkan perbedaan kemajuan
tingkat peradaban, seperti bangsa
Arab, dan bangsa-bangsa yang
lainnya. Misalnya, petbedaan penggunaan
bahasa teknis dibidang pekerjaan
dan profesi, sumpah, transaksi,

2bid., h. 197-198.

dan talak dengan secara kinayah
dan Zasrih. (c) Perbedaan tindakan
dalam perbuatan dalam pergaulan
(rmu’amralal), seperti adat menerima
mas kawin dalam perkawinan
sebelum bercampur, dan adat jual
beli secara kontan atau berhutang
(kredit). (d) Perbedaan yang
diakibatkan oleh faktor-faktor
eksternal dari  mukallaf, seperti
perbedaan kriteria usia dewasa
dengan mempertimbangkan
kebiasaan manusia berdasarkan
mimpi basah, menstruasi, atau
pertimbangan usia. (e) Perbedaan
karena terdapat hal-hal yang
terjadi yang kontradiksi dengan
tradisi umum, sehingga bagi
mereka  yang  mengalaminya
merasa berbeda dengan tradisi
orang lain, seperti seorang yang
terluka tertentu tidak dapat
kencing sebagaimana biasanya,
cara kencing yang dilakukannya
itu menjadi adat yang lazim
baginya.”

Dari paparan perubahan adat-
istiadat tersebut di atas, jelas
terlihat bahwa asy-Syatibi mengakui
adanya  perubahan  hukum
disebabkan perubahan adat suatu
lingkungan masyarakat. Bahkan
asy-Syatibi  telah  menyatakan
bahwa adat merupakan sebab
(penyebab) bagi adanya musabbab
(hukum). Dan yang demikian ini
telah diatur oleh pembuat syara’.
Pandangan dan pemikirannya ini,
asy-Syatibitegaskan dalam sebuah
norma hukum “zebtilaf al-Ahkam
ind ikbtilaf al-‘awd’id’.” Artinya
perbedaan hukum itu terjadi
ketika adat-adat itu berubah dan

2[bid., h. 198-199.
21bid., h. 199.



berbeda, berarti hukum pun
dapat berubah dan berbeda.

Pandangan dan pemikiran asy-
Syatibi tersebut, bila merujuk
pada pernyataan Ibn Qayyim aj-
Jauziyyah (w. 751 H) bahwa
“perubahan fatwa dan ragamnya
disebabkan perubahan masa,
tempat, keadaan, niat, dan adat-
istiadat”, ** bukanlah pemikiran
baru, tetapi sebelumnya sudah
ada dan berkembang di kalangan
ulama usiil al-figh. Yang jelas, asy-
Syatibi telah mendeskripsikan
konteks ibadah, dan adat dalam
kaitan dengan hukum di satu sisi,
dan dengan maqasid (maslahah) di
sisi lain.

Adapun pembagian magasid
asy-syari'ah, yakni aspek pertama
sebagai aspek substanstif berkaitan
dengan tujuan pemberlakuan
syafat adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan, sebagaimana telah
dikemukakan di atas asy-S$yatibi
membagi pada tiga peringkat zzaqisi,
yaitu:  Magasidad-daririyyah, — al-
hajiyah, dan at-tabsiniyah.

1). Pertama, maqasid ad-daririyyah

Dimaksudkan dengan makna
maqasid ad-daririyyab yaitu tujuan-
tujuan primer atau unsur-unsur
pokok yang harus ada untuk
kelancaran wurusan agama dan
kehidupan, apabila unsur-unsur
pokok itu tidak terpenuhi, akan
berakibat  terancamnya jalan
kehidupan yang normal. Bahkan
dapat merusak dan menghancurkan
kehidupan secara total. Dan di

akhirat akan kehilangan kebahagjaan,
keselamatan, dan kembali dalam

2 Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, [lam al-

keadaan rugi yang nyata.”> Peringkat
pertama yang harus dijaga dan
menjadi skala prioritas ini adalah
lima aspek nilai universal (ad-daririyyab
al-khamsah), yaitu memelihara
agama (bifz ad-din), jiwa (hifz an-
nafs), keturunan (hifz  an-nasl),
harta (bifz al-mal) dan akal (hifz al-
ag). Untuk melindungi lima
aspek nilai universal tersebut
dilakukan dengan memperkuat
fondasinya dan menetapkan kaidah-
kaidahnya sehingga berjalan dengan
stabil dan terhindar dari hal-hal
yang mungkin terjadi. Guna
mendapatkan gambaran  yang
utuh tentang lima aspek nilai
universal dimaksud, berikut ini
akan dijelaskan satu persatu
sesuali dengan peringkat dan
kemaslahatan masing-masing
melalui contoh-contoh di bawah
ini.

Untuk memelihara dan menyelamatkan
agama, Islam mewajibkan pokok-
pokok ibadah, seperti terlihat
dalam rukun Islam yang lima,
yaitu iman kepada Allah dengan
mengucapkan dua kalimat syahadat,
melaksanakan salat, mengeluarkan
zakat, berpuasa di bulan ramadan,
haji ke baitullah bagi mereka
yang telah mampu, dan lain-lain,
sekaligus melarang hal-hal yang
merusaknya. Untuk memelihara
dan menyelamatkan jiwa, Islam
mewajibkan memenuhi kebutuhan
pokok berupa sandang, pangan,
dan papan dengan tidak betlebihan,
sekaligus melarang hal-hal yang
mengancamnya, dan melaksanakan
sanksi bagl orang yang melakukannya,
seperti melaksanakan hukuman
qisas bagi orang yang membunuh
dengan sengaja, diyat, dan kafarat

Miiwégqi'in ‘an Rabb al-‘Alamin (Bairat: Dar
al-Kutubal-Tlmiyyah, 1425 H/2004 M), h.
483. 25Asy-Syatibi, op.cit., h. 4.




bagi orang yang membunuh
karena kesalahan. Untuk memelihara
dan menyelamatkan keturunan,
Islam mengatur perkawinan, dan
melarang  perzinahan.  Untuk
memelihara dan menyelamatkan
harta, Islam  mensyari’atkan
hukum-hukum mu’amalah,
sekaligus melarang hal-hal yang
akan merusaknya, seperti melarang
pencurian, dan melaksanakan
hukuman potong tangan bagi
orang yang melakukannya. Untuk
memelihara dan menyelamatkan
akal, Islaim mewajibkan pendidikan
bagi setiap orang, dan melarang
hal-hal yang dapat merusak akal,
seperti mengkonsumsi minuman
beralkohol  (sydrib  al-khamp). *
Semua ketentuan tersebut satu
sama lain saling terkait dan
terintegrasi; ~ Misalnya  upaya
memelihara, melindungi dan
menyelamatkan agama, hal ini
berarti pula berupaya untuk
memelihara, melindungi dan
menyelamatkan jiwa, keturunan,
harta, dan akal.
1). Kedua, maqdsid al-hajiyyah
Dimaksudkan dengan magasid
al-hajyah, yaitu tujuan-tujuan sekunder
yang dibutuhkan manusia dalam
hidupnya secara wajar untuk
memberikan kelapangan baginya,
dan apabila tuntutan-tuntutan itu
tidak dipenuhi maka tidak akan
berakibat ~ menyulitkan  dan
menyusahkannya, dan juga tidak
sampai pada tingkat kerusakan

26T jhat, Muhammad Bakr Isma’il Habib,
Magdshid asy-Syari'ah al-Islamiyyah Ta’silan wa
Tafilan (Maktabah al-Mukarramah: Rabitah
al-“Alam al-Tslami, 1427 H), h. 268-269.
Bandingkan dengan, ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd
ar-Rahman bin ‘Ali bin RAbTah, ‘I/»
Magdshid  asy-Syari’ (Riyad: Maktabah al-
‘Abikan, 1413 H/2010 M), h. 132-133.
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yang fatal yang dapat menyentuh
kemaslahatan umum (al-masalih
al-Gmmah). 7 Jadi, jika hal-hal
yang sekunder ini tidak dipenuhi
disebabkan banyak faktor yang
sulit untuk diusahakan dan
dipenuhinya, maka kehidupan
manusia tidak akan fatal, hanya
saja terjadi kekurangsempurnaan,
dan bahkan kesulitan-kesulitan.

Magasid al-hajiyyah dalam kaitan
dengan al-killiyyah al-khams dapat
ditegaskan dalam contoh-contoh
di bawah ini.

Misalnya, untuk melaksanakan
ibadah salat sebagai tujuan primer
dibutuhkan  berbagai fasilitas
antara lain bangunan masjid.
Tanpa masjid, tujuan untuk
melindungi agamamelalui salat
tidaklah  rusak  total, tetapi
mengalami berbagai kesulitan.
Memang orang boleh saja salat di
medan perang, di atas batu
karang atau di tepi pantai tanpa
sajadah sekalipun, tetapi kehadiran
masjid sangatlah membantu. Untuk
menyelamatkan  jiwa  sebagai
tujuan sekundermelalui makan
dibutuhkan peralatan makan,
misalnya kompor. Memang tanpa
kompor manusia tidak akan mati
karena ia masih dapat menyantap
makanan yang tidak di masak,
tetapi kehadiran kompor melengkapi
jenis menu yang dapat dihidangkan.
Terjadi  berbagai  kemudahan
dengan kehadiran kompor. Untuk
menyelamatkan akal sebagai tujuan
primer, Islam mencanangkan
wajib belajar seumur hidup kepada
umat Islam. Di sini dibutuhkan
berbagai macam fasilitas pendidikan
antara lain gedung sekolah.
Memang tanpa gedung sekolah

27Asy-Syatibi, op.cit., h. 4-5.



petlindungan terhadap akal melalui
proses belajar tidak akan musnah,
tetapi mengalami banyak hambatan.
Orang tentu saja dapat menambah
pengetahuan misalnya dengan
membaca buku di sawah atau
mendengarkan radio di pasar,
tetapi kehadiran gedung sekolah
sangat dibutuhkan bagi proses
pencapaian tujuan melindungi
akal yang dikemas secara canggih.
Untuk melindungi harta sebagai
tujuan primer maka dibutuhkan
peralatan, misalnya senjata api.
Memang orang dapat saja
melindungi  hartanya  dengan
golok, pisau atau sumpit, tetapi
senjata api lebih membantu.
Untuk melindungi  keturunan
sebagai tujuan primer melalui
pernikahan maka dibutuhkan
kelengkapan, misalnya
dokumentasi  (bukti  tertulis).
Tanpa KUA sebagai pihak yang
berwenang mendokumentasi
perkawinan, memang nikah bisa
saja dilakukan, tetapi kehadiran
KUA dengan berbagai perangkat
perlengkapannya  justru  akan
lebih  menjamin  hak  dan
kewajiban para pihak terutama
ketika terjadi persengketaan.”
Berbeda dengan  contoh-
contoh di atas, tampaknya tidak
kalah pentingnya contoh-contoh
klasik tentang maqasid al-hajiyyah
yang dikemukakan oleh asy-
Syatibi  yang meliputi aspek
ibadah, tradisi, ms’amalah, dan
Jinayah. Dalam aspek ibadah,
misalnya diberikan  dispensasi
(rukhsah) bagi yang mengalami
kesulitan karena sakit, dan dalam

8 Yudian Wahyudi, Usbul Fikih versus

perjalanan bepergian. Dalam aspek
tradisi, seperti dibolehkan menikmati
aneka macam keindahan, asalkan
halal, baik berupa makanan dan
minuman (pangan), sandang, papan,
kendaraan, dan yang sejenisnya.
Dalam aspek mu’amalah, seperti
dibolehkan  transaksi  pinjam-
meminjam  (algirad),  ketjasama
bidang pertanian (a/-musaqah), dan
jualbeli pesanan dengan bayar di
muka  (as-salam). Dalam aspek
Jinayah, seperti pelaku kejahatan
yang dihukumkan sebagai seorang
vang hilang akal (allaus wa at-
tadmiyyah), mengangkat sumpah
(al-qasamah), membebankan ganti
rugl (diyat) kepada keluarga terdakwa
(terhukum), dan sebagainya.”
3). Ketiga, maqasid at-tahsiniyyah
Dimaksudkan dengan magasid
at-tahsiniyyah, yaitu memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang
dianggap wajar dan baik, serta
menjauhi hal-hal yang tidak
disukai akal sehat. Peringkat ini
terthimpun atau termasuk dalam
bab akhlak yang mulia (makdrim

al-akhlig).”’ Definisi ini menunjukkan
bahwa  magasid  at-tabsiniyyah

kehadirannya itu tidak menjadi
suatu kemestian (dariri), dan
kebutuhan yang mesti ada (a/-
hajah), kalaupun tidak dipenuhi
tidak akan merusak dan mempersulit
kehidupan. Karena dimaksudkan
dengan  maqdsid  at-tabsiniyyah
stresingnya kepada estetika (ar-
tahsin), keindahan (at-tagyin), dan
etika (makdrim al-akblag). Dan asy-
Syari  sendiri memelihara bagi
tujuan-tujuan estetika ini. Hal ini
seperti terlihat dalam firman-Nya
(Q.S. al-Maidah (5), ayat 6):

Hermenutika Membaca Islam dari Kanada dan
Amirika (Yogyakarta: Pesantren Nawesea 2 Asy-Syatibi, gp.cit. h. 5.
Press, 2010), h. 46. 3] bid.
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“Tetapi Dia hendak membersibkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-
Nya baginm, supaya kamn bersynkur’.

Demikian juga hadis Nabi
saw. yang diriwayatkan oleh Imam
Malik dari Abi Hurairah, beliau
bersabda:

M syayi e (.n! Eig ()
“Hanyasannya akn diutus (ke dunia
ini) untuk menyempurnakan akhlak
yang baik”.

Dalam peringkat ketiga ini (zaqdsil
at-tahsiniyyah) sama halnya dengan
peringkat sebelumnya, asy-Syatibi
memberikan contoh-contoh yang
meliputi aspek ibadah, tradisi,
mu’amalah dan jinayah. Dalam
aspek ibadah, seperti disyart’atkannya
cara menghilangkan najis, cara
bersuci secara umum, menutup
aurat, memakai perhiasan, melakukan
perbuatan-perbuatan sunnah
seperti bersedekah, dan yang
semacamnya. Dalam aspek tradisi,
seperti etika makan dan minum,
menjauhi makanan dan minuman
yang najis, dengan catatan dalam
memenuhi kebutuhan ini tidak
boleh betrlebihan dan  kikir.
Dalam aspek mu’amalah, seperti
dilarang menjual barang (benda)
najis, kelebihan air, dan rumput,
dicabGt hak menjadi saksi dan
imam dari seorang hamba sahaya,
dicabtt hak wanita untuk memimpin
dan mengawinkan dirinya sendiri,
diatur hak hamba sahaya untuk
merdeka dan akibat-akibat hukumnya,
dan lain-lain. Dalam aspek jinayab,
seperti tidak dibunuh seorang

3 Imam  Malik bin  Anas, a/t

yang membunuh hamba sahaya,
dilarang membunuh wanita, dan
anak-anak dalam peperangan.
Contoh-contoh tersebut dapat
dianalogikan  kepada permasalahan
lain yang sama, di mana terdapat
estetika atau maslahat di atas
tuntutan-tuntutan daririyyah dan
hajiyyah. Ketiadaannya tidaklah
sampai merusak waskabhat daririyyab
dan hdjiyyah. Tegasnya, hanyalah
sebagai estetika dan keindahan.”

Dari paparan ketiga peringkat
tersebut di atas, tampaknya bagi
asy-Syatibi, peringkat  hajiyyah
menjadi penyempurna bagi petingkat
daririyyah. Peringkat ‘absiniyyah
fungsinya menjadi penyempurna
bagi peringkat Agiyyah. Sedangkan
petingkat  darariyyah  menjadi
pokok  hdjiyyah dan  tabsiniyya. >
Pengklasifikasian ~ kepada  tiga
peringkat tersebut substansinya
tidak lain adalah dalam rangka
memelihara lima nilai universal
untuk terealisirnya mewujudkan
kemaslahatan manusia di dunia
dan di akhirat.

Selain pembagian maqasid asy-
syari’ab di atas, sy-Syatibi juga
telah menetapkan cara-cara untuk
mengetahui dan memahami waqdsid
asy-syari'ah sebagai berikut: (1)
Menganalisis terthadap lafaz
perintah  (al-amr) dan larangan
(an-nahy). Cara ini menekankan
pada penelaahan terhadap lafaz
amr dan nahy yang terdapat dalam
al-Qur’an dan sunnah secara jelas
sebelum dihubungkan dengan
permasalahan-permasalahan yang
lain. Dalam konteks ini suatu

32Asy-Syatibi, loc.cit.
33 Ibid., h. 8-9. Lihat, Ali Hasaballah,

Muwatta, Editor Muhammad Fu’ad ‘Abd al-
Bagi’ (T.tp.: Tp., t.t.), h. 564.

Usil at-Tasyri” al-Islami (Mesir: Dar al-Fikr
al-Arabi, 1417 H/1997 M), h. 262.
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petintah harus dipahami menghendaki
perbuatan yang diperintahkan itu
diwujudkan sesuai dengan yang
dimaksudkan oleh asy Syar7.
Demikian juga suatu larangan
harus dipahami menghendaki
suatu perbuatan yang dilarang
harus ditinggalkan. Keharusan
meninggalkan perbuatan yang
dilarang itu sesuai dengan yang
dimaksudkan asy-Syari’.
Pembatasan dengan lafaz azr dan
nahy yang tidak terkait dengan
permasalahan-permasalahan yang
lain (gayyid bi al-ibtida’iy) adalah
untuk menjaga dan membedakan
antara  amr dan  nahy  yang
mengandung tujuan yang lain,
seperti dalam firman Allah Q.S.
al-Jumu’ah (62), ayat 9:

KT 1 5 gy Bl
.. maka bersegeralah kamu kepada
mengingat Allah dan  tinggalkanlah
Jual beli ...”

Larangan jual beli pada ayat
tersebut bukanlah larangan yang
mutlak, tetapi larangan itu hanya
sebagai penguat terhadap perintah
untuk segera mengingat Allah
dengan melakukan salat Jum’at.
Karena jual beli pada asalnya
suatu petbuatan yang diperbolehkan,
bukan perbuatan yang dilarang.
Untuk itu, larangan jual beli pada
ayat tersebut tidak terdapat aspek

(13

maqasid asy-syariah yang substansial.
Penekanan  dan  pembatasan
dengan bentuk azr dan nahy yang
jelas (gayyid bi at-tasriby) di atas,
sebenarnya merupakan  sikap
kehati-hatian yang petlu
dimengerti dalam upaya memahami
maqasid asy-syari’ah dengan tepat,
sehingea maqasid asy-syari'ah benar-
benar dapat dijadikan pertimbangan
dalam  Z#imbat hukum. Dan

13

berlakulah ungkapan azr dan naby
dalam bentuk kaidah fikih “wa /i
yatimmu  al-wajib illa  bib - fabuwa
wajl” dan “al-amr bi asy-syai’ hal
huwa  nabyun ‘an  diddib’. > (2)
Penelaahan 7/ih  amr dan naby.
Cara ini dilakukan dengan cara
menganalisis  %/ih hukum yang
terdapat dalam al-Quran dan
sunnah. %ah hukum ini adakalanya
dapat diketahui dengan jelas, dan
adakalanya tidak dapat diketahui.
Jika  %ah itu dapat diketahui
dengan jelas, maka harus diikuti,
karena dengan mengikuti ini,
tujuan hukum dalam a»r dan
nahy itu dapat dicapai, seperti
disyari’atkan nikah dengan tujuan
untuk melestarikan keturunan,
pensyari’atan jual beli dengan
tujuan untuk saling mendapatkan
manfaat antara orang yang
berakad, dan pensyari’atan sanksi
hukum (a/-budid) dengan tujuan
untuk memelihara jiwa.”

Jika %lah itu tidak dapat diketahui
dengan jelas, maka harus dilakukan
tawaqqif (menyerahkan kepada
asy-Sydar?” yang lebih mengetahui
tujuan dari pensyari’atan hukum).
Menurut asy-Syatibi sikap zanagqifini
didasarkana pada dua pertimbangan:
(a) Tidak boleh melakukan
petluasan cakupan (fzadd;) tethadap
apa yang telah ditetapkan dalam
nas. Karena melakukan /2'add;
tanpa mengetahui %/ih hukum,

3 Asy-Syatibi, op.cit., h. 275. Lihat,
Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burna, a/
Wajiz fi Iddh Qawd'id al-Figh al-Kulliyyah
(Bairut:  Mu’assasah  ar-Risalah, 1404
H/1983 M), h. 269. Ahmad ar-Raisuni, a/
Fikr al-Magasidi Qawa'idub  wa Fawa'idub
(Sibris:  Matba’ah  an-Najah  al-Jadidah,
1999), h. 105. Abdul Hamid Hakim, as-
Sulam (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.). h. 14.

3 Asy-Syatibi, gp.cit., h. 275-276.



sama halnya dengan menetapkan
suatu hukum tanpa dalil, dan ini
dianggap  kontradiksi dengan
syar’ah. (b) Pada dasarnya tidak
dibenarkan melakukan  7z'add;
terhadap apa yang telah ditetapkan
nas, tetapi hal itu dapat memungkinkan
dilakukan sekiranya tujuan hukum
dapat diketahui.”

Dua cara tersebut di atas,
apabila dikritisi dengan cermat,
maka terdapat perbedaan mendasar
antara keduanya. Cara pertama
(analisis
tampak lebih ditujukan pada 7as-
nas yang berkaitan dengan konteks
ibadah. Sedangkan cara yang
kedua (penelaahan %ih amr dan
nahy) lebih ditujukan pada hal-hal
yang berkaitan dengan adat
(mn’amalah). Sebagaimana telah
dikemukakan di atas, bahwa
permasalahan ~ mu’amalahyang
memiliki ~ %Jah yang diketahui
dengan jelas, sudah barang tentu
pemahaman terhadap  waqadsid
asy-syari’ah  bertolak dari  %/ah
yang diketahui. Sementara nas-
nas yang tidak mempunyai b
yang jelas, maka harus bersikap
tawaqquf. Demikian juga, sikap
tawaqqif yang ditawarkan asy-
Syatibi dengan dasar dua pertimbangan
yang dikemukakannya terlihat
dinamis. Dinamisitas itu tampak
bahwa dalam konteks mu’amalah
dibolehkan melakukan 7z’add;,
jika dengan fs'addi ini tujuan
hukum dapat diketahui. Hal ini
sejalan dengan pemahaman asy-
Syatibl tentang konsep terminologi
@llah. Menurutnya, bahwa 7/ib
yaitu kemaslahatan-kemaslahatan
dan hikmah-hikmah yang berkaitan
dengan perintah-perintah (alawanir),

lafaz amr dan  naby)

361bid.
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kebolehan (atibihal), dan kemafsadatan
(al-mafasid) yang berkaitan dengan
larangan-larangan (an-nawahy).
Atau, %ah dalam artt hukum yaitu
kemaslahatan dan kemafsadatan
itu senditi.” Terminologi b menurut
asy-Syatibi tersebut terlihat di
samping sangat luas cakupannya,
dinamis, dan sekaligus berbeda
dengan terminologi yang dikemukakan
oleh para ahli ws#l alfigh pada
umumnya. Misalnya, Abt Husain
al-Basri al-Mu’tazili (w. 436 H)
menyebut 7/ih dengan sifat yang
berimplikasi  terhadap hukum
pada substansinya (alwasf al-
mn’assir fi al-bukm bizatibi),™ al-
Gazali (w. 505 H) menyebutnya
dengan pautan hukum di mana
asy-Syart’ menghubungkan
hukum dengannya (wanat al-hukm
ai ma adafa asy-syar'n al-hukm ilaibi
wa natnbn bih),” Al-Amidi (w. 631
H) menyebutnya dengan sifat
yang mendorong atas hukum (a/-
wasf al-ba’is ‘ald al-hukm),* ‘Abd
al-Kafi as-Subki (w. 756 H)
menyebutnya dengan
memberitahukan bagi hukum (a/-
m'arvif i al-hukm)," Taj ad-Din

37Asy-Syatibi, op.cit.t, h. 185.

33Aba Husain Muhammad bin ‘Ali bin
at-Tayyib al-Basri al-Mu’tazili, Kitab al-
Mu'tamad fi Usal al-Figh .(Damskus: al-
Ma’had al-‘Tlm al-Faransi li ad-Dirasah al-
‘Arabiyyah, 1385 H/1965 M), Juz ke 2, h.
784.

¥Abt Hamid al-Gazali, al-Mustasfi min
Tm  al-Usiil (Mesir: Syirkah at-Tibd'ah al-
Fanniyyal) al-Muttabidah, 1391 H/ 1971 M), h.
395.

4Saef ad-Din al-Amidi, aIhkam fi Usiil
al-Abkam  (Bairut:  Dar  al-Kutub  al-
TImiyyah, 1416 /1996 M), Jid. Ke 2, Juz
ke 3,, h. 288.

#Ali bin ‘Abd al-Kafi as-Subki, a/-Ibbaj
fi Syarh al-Minbhaj ‘ala Manhdj al-Wusil ila
“Um al-Usiil li al-Qadi al-Baidawi (Bairut:



as-Subki (w. 771 H) menyebutnya
sama dengan al-Kafi, yaitu a/’
mot’arrif li al-hukm.*

Terminologi 7//ih yang
dikemukakan asy-Syatibi di atas,
apabila dihubungkan dengan upaya
memahami  wagqasid  asy-syari’ab,
maka menunjukkan adanya korelasi
yang kuat dan mampu membentuk
suatu metode baru  dalam
pengembangan pemikiran hukum.
Karena %ah dalam arti kemaslahatan
dan kemafsadatan secara umum
sesungguhnya maqdsid asy-syariah itu
sendiri. Sebagai contoh %/ih yang
dikemukakan oleh asy-Syatibi,
hadis Rasulullah Saw. yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari ‘Abd ar-Rahman bin Abi
Bakrah berkaitan dengan peradilan,
beliau bersabda:

B Ak 4 S g 3 ;ﬁ;\l
“Seorang hakinm tidak boleh menganmibil
suatn keputusan bukun dalam kedaan
marah’.

Keadaan marah (gadban) dalam
hadis tersebut merupakan sebab,
sedangkan ‘ah-nya adalah keragu-
raguan dalam meletakkan dasar
dan alasan-alasan hukum. Dalam
hal ini diakui oleh asy-Syatibi,
terkadang lafaz sebab (as-sabab)

Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1404 H/1984
M), Juz ke 3, h. 39.

“Al-Imam Taj ad-Din ‘Abd al-Wahhab
ibn  as-Subki, Matan  Jam’  al-Jawanmi’
(Indonesia: Maktabah Dar Thya’ al-Kutub
al-‘Arabiyyah, t.t.),Juz ke 2, h. 231.

$Imim Muslim bin al-Hujjaj Abu al-
Husain al-Qusyairi an-Naisabtri, Sahib
Muslim  (Bandung-Indonesia:  Syirkah al-
Ma’arif 1i at-Tiba’ah wa an-Nasyr, t.t.), Juz
ke 2, h. 123. Sulaiman ibn al-Asy’as as-
Sajastani al-Azdi AbG Dawud, Sunan Abi
Dawnd (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.),
Juz ke 2, h. 176.
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disebut juga %ih karena dekatnya
hubungan antara keduanya. Untuk
seorang peneliti terhadap konteks
masalahnya.

(3) Menganalisis sikap diam
asy-$yar?’ darl pensyar’atan sesuatu.
Cara yang ketiga dalam memahami
maqasid asy-syari'ah yang digunakan
asy-Syatibi adalah menganalisis
sikap diam asy-Syar?’ (suksikut asy-
Syari’ atau maskit ‘anbu) dalam
pensyari’atan  sesuatu. Dalam
konteks ini, ia membagi kepada
dua macam: Pertama, maskit
anbu  yang tidak ada sebab
langsung untuk mengeluarkan
perintah atau ketetapan hukum,
karena as)-$yar” tidak mengatakan
apa-apa.  Masksit ‘anbu dalam
konteks ini seperti masalah-
masalah  yang terjadi pasca
Rasulullah saw. wafat, pada masa
beliau hidup masalah-masalah itu
tidak terjadi, sehingga asy-Syar?’
mendiamkannya. Tetapi, dalam
rentang waktu berikutnya pasca
Rasulullah saw. wafat kebutuhan
hukum dan ketetapannya itu
dirasakan manusia (masyarakat)
diperlukan, serta diduga kuat
akan membawa kemaslahatan
bagi umat manusia (al-masalih
al’ammah). Seperti pengumpulan
rnshaf al-Qur'an, pengkodifikasian
ilmu, jaminan upah dalam
pertukangan, dan lain-lain,yang
pada masa Rasulullah saw.
kebutuhan-kebutuhan semacam
itu belum ada. Kedua, waskit
‘anbu yang ada sebab langsung,
tetapi asy-Syar?’ tidak menetapkan
hukumnya. Masksit ‘anhn dalam
konteks ini, menurut asy-Syatibi
harus dipahami bahwa keberlakuan
suatu hukum harus seperti apa

adanya, tanpa melakukan penambahan



dan pengurangan terhadap apa
yang telah ditetapkan asy-Syars’.
Apa yang ditetapkan itulah yang
dikehendaki  oleh  asy-Syar?.
Seperti tidak disyari’atkansujud
syukur dalam mazhab Maliki,
karena di satu sisi tidak dilakukan
oleh  Rasulullah pada
masanya, sedangkan di sisi lain
faktor pendorong untuk melakukan
hal itu ada dan tidak terpisahkan
dari kehidupan manusia, kapan
dan di mana pun mereka berada
sebagai manifestasi dari rasa
terima kasith terhadap nikmat
yang diberikanAllah. Dengan
demikian, sikap diam asy- Syar?,
atau Rasulullah tidak melakukan
suyjud syukur pada masanya
mengandung magqasid asy-syari’ah,
yaitu bahwa sujud syukur itu
memang tidak dianjurkan dan
tidak ada dalam ajaran Islam.
Konsekuensinya sebagaimana
ditegaskan asy-Syatibi bahwa melakukan
penambahan terhadap as yang
memang tidak disyar’atkan hukumnya,
cendrung dianggap sebagai bid'ah.**

Dati dua macam maskit ‘anbu
berserta contoh masing-masing,
bila dikritisi secara cermat terlihat
terdapat perbedaan yang mendasar.
Masksit  ‘anbu macam pertama
menunjukkan berkaitan dengan
masalah mu’amalah yang stresingnya
pada kepentingan masyarakat
umum, sedangkan wasksit ‘anbu
macam kedua berkaitan dengan
masalah ibadah. Dalam konteks
ibadah, tidak dibenarkan melakukan
penambahan  atau  pengurangan,
karena melakukan hal itu dianggap
sebagai perbuatan bid'ab.

saw.

#Asy-Syatibi, op.cit.,, h. 287-290.
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2. Prinsip Umum Tentang Nafkah
dalam Hukum Keluarga Islam
Sebelum langsung menguraikan

problematika  tersebut di  atas,

terlebih dahulu dipaparkan definisi
nafkah, orang yang berhak diberi
nafkah, dasar hukum memberikan
nafkah, acuan pemberian nafkah,
standar (kadar) pemberian nafkah
dan  waktu pemberian nafkah

kepada isteri, sebagaimana uraian di

bawah ini:

a. Batasan Nafkah
Nafkah berasal dari bahsa arab

(an-nafqah), secara etimologi berarti

“belanja untuk kepentingan hidup”.”

Sedangkan secara terminologi, dapat

dibedakan pada pengertian secara

umum dan khusus. Dalam pengertian
umum, nafkah adalah suatu nama
bagi apa saja  yang diberikan
seseorang (suami) kepada orang
tertentu (isteri), keluarga (a/-garababh)

dan orang-orang yang berada di

bawah kekuasaannya (almilkiyyah).*

Sedangkan dalam pengertian khusus,

yaitu nafkah isteri, maka berarti

adalah apa saja yang diberikan suami
untuk memenuhi kebutuhan isteri
berupa pangan (attfa’am), sandang

(al-kiswah), papan (al-maskan), serta

petlengkapan lainnya dan sesuai

menurut yang berlaku dalam tradisi

(al-‘urf) orang banyak."

Dari  definisi-definisi  tersebut
dapat  ditegaskan  bahwa yang
dimaksudkan dengan nafkah isteri

4 Muhammad Idtis al-Marbawi, Kamus
al-Marbawi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi
wa Auladuh, 1350 H), h. 336.

4 Muhammad Husain az-Zahabi, as-
Syari‘ab al-Islamiyyah Dirasah Mugaranabh baina
Mazdhib - Abl - as-Sunnab  wa Mazahib — al-
Jafariyyah (Mesir: Dar at-T2’lif, 1968), h.
197.

471bid. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq,
Figh as-Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, 1403
H/1983 M), Jld. Ke 2, Cet. ke 4, h. 147.



adalah suatu kebutuhan pokok yang
mesti dipenuhi oleh seorang suami
dalam kehidupan rumah tangga.
Kebutuhan ini, apabila suami tidak
bertanggung jawab untuk memenuhinya
atau enggan memberikan nafkah,
maka isteri berhak untuk menuntut
ke pengadilan, dan bisa menjadi
sebab diputuskan ikatan pernikahan
dengan cerai gugat. Tetapi sebaliknya,
apabila nafkah itu diberikan oleh
suami sesual dengan aturan Islam,
atau perundang-undangan yang betlaku,
maka akan terwujudlah kehidupan
rumah tangga yeng sakinab, mawaddab
warahmab.
b. Orang yang Berhak Diberi Nafkah
Pada dasarnya pemberian nafkah
itu dapat dibedakan pada dua
macam: Pertama, seseorang (suami)
wajib memberikan nafkah kepada
dirinya sendiri apabila ia mampu dan
harus didahulukan atas pemberian
nafkah kepada orang lain (isteri).
Dasarnya sabda Rasulullah Saw.:

s alew Jo & J325 06,06 s 22
fe lab 06 e 518 AL 10 -
Sl il 3o AT o2 fab 6 SISE

A o s o3
. 155,

“Dari Jobir, ia berkata: Rasulullah Saw.
bersabda: Mulailah dengan dirinm kemndian
bersedekal kepada isterimu, kelnargann
dan kemudian kepada kerabatmu jika ia
mempunyai rigki”.

Kedua, seseorang wajib memberikan
nafkah kepada orang lain. Kewajiban ini
bisa disebabkan karena pernikahan,
keluarga, dan orang-orang yang
berada di bawah kekuasaan atau

“Imam Muslim, Sahih Muslim Bisyarh al-
Imdam Abi Zakaria Yabya bin Syarf an-Nawaw:
ad-Damasyqi  (Bairut: Dar  al-Fikr, 1417
H/1996 M), Juz ke 4, Cet. ke 1, h. 2770.

17

tanggungjawabnya.” Kewajiban yang
disebutkan terakhir ini fokusnya adalah
seorang suami wajib memberikan
nafkah kepada isteri.
c. Dasar Hukum Pemberian Naftkah
Para ulama sepakat bahwa suami
berkewajiban memberikan nafkah
kepada isteri. Mereka juga sepakat,
apabila suami tidak mampu memberikan
nafkah kepada isteri, sedangkan
isteri rela tinggal bersamanya, maka
tidak ada perceraian (falig), dan
tidak ada pemutusan hubungan
pernikahan  (fasakh). * Para ulama
menetapkan seorang suami wajib
memberikan nafkah kepada isterinya
adalah berdsarkan al-Qut’an, sunnah,
ijmak, dan kiyas:

1). Al-Quran. Allah berfirman
dalam Q.S. at-Talaq (65): 7:
Ao

S5~ 4 ZL=e = a7 st =
Noal asly b ald sad)) ale
d “

“Hendaklah  orang yang — mampu
menibert nafal) mennrnt kenampuannya.
Dan orang yang disempitkan rizkinya
hendaklah memberi nafkab dari harta
yang  diberikan Allah  kepadanya.
Allah  tidak  memiknlfan  beban
kepada seseorang melainkan (sekedar)
apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan mentberikan kelapangan

sesudal kesempitan’.

“Mahmvod ‘Ali as-Sartawi, Syarh Qandn
al-Abwal asy-Syakbsiyyah (T.Tp.: Dar al-Fikr,
t.t.), Bagian ke 2, h. 213.

% Mahmvd  Muhammad  Syaltot,
Muhammad ‘Ali as-Sayis, Mugdranah al-
Maszahib fi al-Figh (Mesir: Muhammad °‘Ali
Sabih wa Auladuh, 1373 H/1953 M), h. 89.



Dari  ayat di atas menjelaskan
dan menunjukkan bahwa suami
berkewajiban memberikan nafkah
kepada isterinya. Jika seorang suami
tidak memberikan nafkah kepada
isterinya, maka ia mempunyai hak
untuk bercerai, dan jika terjadi
perceraian  maka  wajib  isteri
mendapatkan tempat tinggal selama
masa ‘ddah.

2). Sunnah. Terdapat beberapa sunnah
(hadis) sebagai berikut:
Rasulullah Saw. berkhutbah
(bersabda) pada saat ha}l Wada

//}/J/ -

Al J}M) Ol ws ‘w\g,a) oJ)ﬁ L;\ u.c

gt g 5l b Lo
JLu Csjj\

gl Bl b pE0

N N

Tk g SR G 545

“Dari  Abu Hurairah r.a., ia
berkata: Rasulullah Saw. berpidato
pada saat haji wadd’: Hendaklah
kamn bertakwa kepada Allabh dalan
urusan perempuan. Karena sesunggubnya
kamu telah mengambil mereka dengan
amanat Allah. Kamm telah mienghalalkan
kemaluan — (kehormatan) — mereka
dengan  kalimat Allah, dan mereka
berhak  mendapatkan  belanja  dari
kamn dan pakaian dengan cara yang
baik”.

Berdasarkan riwayat hadis di atas
dapat ditegaskan bahwa seorang
suami berkewajiban memberikan
nafkah kepada isteri yang menjadi
tanggungjawabnya

a). Ijmak (aljma’). Para ulama telah
sepakat bahwa seorang suami

-
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SlImam Muslim, Sahih Muslim Bisyarh al-
Imdam Abi Zakaria Yabya bin Syarf an-Nawaw:
ad-Damasyqi  (Bairut: Dar al-Fikr, 1417
H/1996 M), Juz ke 6, Cet. ke 1, h. 3975.
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mempunyai kewajiban memberikan
nafkah kepada isterinya.

b). Kiyas (al-qiyas). Seorang yang
menahan dirinya untuk kepentingan
orang lain, ia berhak memperoleh
nafkah dari orang tersebut.
Seperti  seorang hakim yang
bekerja untuk kemaslahatan dan
kepentingan negara, maka ia
berhak  mendapatkan  nafkah
(gaji) yang mencakup kebutuhan
pangan, sandang, papan, dan
kebutuhan-kebutuhan  lainnya.
Apalagi  seorang isteri yang
mempasrahkan diri, mengurus
rumah tangga, dan melayani
suaminya, maka ia berhak dan
suami betkewajiban untuk memberikan
nafkah kepada isterinya.”
Berdasarkan teks-teks al-Qur’an,

sunnah, ijmak, dan kiyas tersebut di

atas, jelaslah bahwa nafkah merupakan

kewajiban dan tanggung jawab
suami yang harus diberikan kepada
isteri dengan cara yang baik.

a). Acuan Pemberian Nafkah
Dalam konteks ini, para ulama

terjadi perbedaan pendapat mengenai

orang yang menjadi acuan dalam
menetapkan pemberian nafkah kepada

isteri. Menurut Imam Syafi’i (w. 204

H) dan para pengikutnya (Syaf: iyyah)

dan Abv Hanifah (w. 150 H) dan

sebagian pengikutnya (ba'ad  al-
Hanafiyyah) ~ berpendapat  bahwa

suamilah yang menjadi ukuran besar
kecilnya nafkah isteri. Karena
menurutnya, bahwa Q.S. at-Talaq
(65), ayat 7 Allah telah membedakan
antara orng yang kaya dan miskin,
dan  kemudian = menetapkannya
ukuran besar kecilnya nafkah isteri

2] ihat, Badran Abv al-‘Ainain, ag-Ziwaj
wa at-Talaqg fi al-Islami  (Iskandariyah:
Mu’assasah Sababi al-Jami’ah, t.t.), h. 234.
Mahmvd ‘Ali as-Sartawi, Syarh Qanvn, op.cit.,
h. 213-215.



kepada keadaan suami.” Sedangkan
menurut Imam Malik (w. 179 H)
dan para pengikutnya berpendapat
bahwa suamilah yang menjadi
ukuran untuk menetapkan besar
kecilnya nafkah dengan mencukupi
semua kebutuhan isteri dalam
kesehariannya. > Sementara Imam
Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) dan
mayoritas ulama Hanafi berpendapat
bahwa keduanya (suami dan isteri)
yang menjadi ukuran besar kecilnya
nafkah, karena untuk menjaga
kepentingan keduanya. Kalau suami
isteri sama-sama kaya, maka suami
harus memberikan nafkah kepada
isteri dengan ukuran tinggi. Kalau
mereka sama-sama miskin, maka
suami tetap berkewajiban memberikan
nafkah dengan kadar kemampuannya.
Sebaliknya, apabila suami miskin,
maka ia tetap harus memberikan
nafkah kepada isterinya sebagai
kewajiban pokok dalam rumah
tangga.”” Pendapat mereka ini didasarkan
pada pemahaman Q.S. al-Baqarah
(2), ayat 233, yang artinya: “‘dan
kewajiban  ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara
yang ma’ruf’, dan hadis Rasulullah
mengenai kasus Hindun yang tidak
diberikan nafkah oleh suaminya,

Abv  Sofyan. Beliau bersabda:

BImam Syafi’i, al-Umm, Juz ke 5, op.cit.,
h. 164. Sayid Sabiq, Figh as-Sunnab, J1d. ke 2,
op.cit., h. 153.

% Al-Imam  al-Qadi  Abl  al-Walid
Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, Bidayah
al-Mujtabid wa Nibayah al-Mugtasid (Bairut:
Dar al-Fikr, t.t.), Juz ke 2, h. 41.

»Muhammad AbV Zahrah, a/-Abwal asy-
Syakbsiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1377 H/1957 M), h. 281. Mustafa Dibbiga,
at-Tahzib fi al-Adillab Matn al-Gayah wa at-
Tagrib, Penerjemah M. Rifa’i (Semarang:
Cahaya Indah, 1986), h. 298. Hasbi ash-
Shiddiqy, Abkam al-Figh al-Islami (Jakarta:
Bulan Bintang, 1970), h. 268.
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“Ambillah (dari harta Abd Sofyan) apa
yang mencukupi  kamn  dan  anakmin
dengan cara yang baik”. Menurutnya,
bahwa kata “al-ma’r0f’ dalam ayat
tersebut &hitab-nya kepada orang
yang kaya, bukan kepada orang
miskin dan tidak mampu, meskipun
mesti  disesuatkan dengan kadar
kemampuannya.”
b). Kadar Pemberian Nafkah Isteri
Secara tekstual, al-Qut’an dan
sunnah (hadis) hanya menetapkan
bahwa suami berkewajiban memberikan
nafkah kepada isteri, tidak menetapkan
jumlah kadar nafkah yang mesti
diberikan kepada isteri. Karena itu
para ulama mujthaid berjjtthad untuk
menetapkan jumlah kadar nafkah.
Imam Syafi’i menetapkan dengan
standar mud,” apabila suami itu kaya,
maka ia berkewajiban memberikan
nafkah isteri dua mud gandum atau
kurma pada setiap harinya. Jika
suami itu ekonominya lemah (miskin),
maka ditetapkan minimal satu mud,
dan jika suami itu ekonominya
tergolong kelas menengah (mutanassi),
maka ditetapkan satu setengah ud
pada setiap harinya.” Sementara al-
Qadi al-Hanbali menyebutkan dengan

5Muhammad Abv Zahrah, /foc.cit.

S Istilah mud merupakan ukuran yang
biasa digunakan di masa Rasulullah Saw.
tidaknya
makanan. Kata mud sendiri bermakna dua
genggaman  tangan.  Misalnya,  kalau
disebutkan gandung sejumlah satu mud,
berarti gandung sebanyak yang Dbisa
ditampung dengan kedua telapak tangan
manusia. Untuk ukuran era kontemporer,
satu mud itu sama dengan 0,688 liter atau
688 ml.. Lihat, Wahbah az-Zubhaili, a/-Figh
al-Isiomi wa Adillatuh (Bairut: Dar al-Fikr al-
Mu’asir, 1428 H/2004 M), Juz ke 10, Cet.
Ke 4, h. 7387.

SImam Syafi’i, a/-Umm, op.cit., Juz ke 5,
h. 165. Syams ad-Din as-Sarakhsi, Kitab al-
Mabsot  (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1409
H/1989 M), Jid. Ke 3, Juz ke 5, h. 186.

untuk mengetahui berat atau



ukuran 7t/’, bahwa seorang suami
memberikan nafkah kepada isteri
dalam setiap harinya minimal dua
rifl. Penetapan angka ini ternyata al-
Qadi menganalogikan kepada orang
yang berkewajiban membayar kafarat.
Hanya saja subyeknya berbeda.
Kalau kafarat sasarannya memberikan
makan kepada fakir dan miskin
sebanyak dua 7/, maka kewajiban
memberikan nafkah kepada isteri
juga sama sebanyak dua 7/ pada
setiap harinya. “ Sedangkan selain
Imam Syaf'i (Abv Hanifah dan
Imam Malik) tidak menetapkan

jumlah kadarnya, tetapi mereka
menetapkan  kecukupan  nafkah
sesuai kebutuhan isteri dalam

kesehariannya sesuai dengan situasi
dan kondisi serta tradisi masyarakat
(al-‘Gdab) di mana ia berdomisili. *'
Bahkan dalam realisasinya, apabila
penetapan jumlah kadar nafkah ini
tidak terjadi kesepakatan antara
suami dan isteri, maka penetapannya
diserahkan ke pengadilan yang
didasarkan pada keputusan hakim.”

Pemerintah dalam hal ini melalui
keputusan hakim sudah barang pasti
akan mendasarkan pertimbangannya
pada Standar Hidup Layak (KHL)
atau dianalogikan pada Upah Minimun
Regional (UMR) yang telah ditetapkan

% Istilah 7¢/ merupakan ukuran yang
biasa digunakan di masa Rasulullah Saw.
untuk mengukur berat makanan pokok
sebagaimana ukuran »ud. Untuk ukuran era
kontemporer banyak ulama menyebutkan
bahwa satu 7/ itu setara dengan 450 gram.
Jadi, dua 7t/ berarti sama dengan 900 gram
atau mendekati satu kilo. Lihat, Muwaffiq
ad-Din Syams ad-Din ibn Qudamah, a/
Mugni wa Syarh al-Kabir (Bairut: Dar al-Fikr,
1405 H), Juz ke 7, h. 377.

O bid.

11bid,, h. 181. Ibn Rusyd, /lccit. Ibn
Qudamah, a/-Mugni, loc.cit.

21bid., h. 378.
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pemerintah kepada para pengusaha.
Jadi penetapan standar nafkah yang
wajib dikeluarkan dan diberikan
suami kepada isteri didasarkan pada
standar  tersebut sesuai dengan
ketetapan  daerah dan  negara
masing-masing. Substansi (waqasid)-
nya adalah seorang isteri tidak boleh
terlantar yang diakibatkan oleh
pemenuhan nafkah dari suami tidak
sesual standar yang dibutuhkan.

). Waktu Pemberian Nafkah

Setelah pasangan suami isteri
melakukan akad nikah sesuai aturan
dan prosedur yang berlaku, maka
sahlah menjadi suami isteri, sejak
itulah secara otomatis suami berkewajiban
memberikan nafkah kepada isterinya.
Dalam konteks ini, as-Sarakhsi (w.
490 H) mengatakan bahwa awal
dimulainya seorang suami wajib
memberikan nafkah kepada isterinya
adalah sejak terjadi akad nikah.
Sebab, dengan telah selesai proses
akad nikah berarti menjadi awal
adanya ikatan pernikahan sebagai
suami isteri. Kecuali perempuan
yang dinikahi itu masih kecil dan
belum siap melayani suami, maka
suami belum berkewajiban memberikan
nafkah kepadanya.”’

Berbeda dengan as-Sarakhsi, Ibn
Hazm (383-457 H) menyatakan bahwa
suami berkewajiban menafkahi isterinya
sejak terjalinnya akad nikah, baik
suami mengajaknya hidup dalam
satu rumah atau tidak, isteri masih
dibuaian, atau isteri berbuat nusyug
atau tidak, kaya atau miskin, masih
mempunyai orang tua atau sudah
yatim, gadis atau janda, merdeka
atau hamba sahaya, semuanya itu
disesuaikan dengan kondisi dan

03As-Sarakhsi, gp.cit., h. 186-187.



kemampuan suami.® Bahkan lebih

jauh  Ibn Hazm  menceritakan
mengenai  Abv  Sulaiman  telah
berkata kepada murid-muridnya

serta AbU Sufyan a$-Sauri bahwa
nafkah wajib didapatkan isteri yang
masih kecil sejak terjadinya akad
nikah. Kemudian al-Hakam bin
‘Utaibah berfatwa tentang seorang
isteri yang keluar dari rumah
suaminya karena marah. Apakah
bagi isteri ada hak nafkah.?
Jawabannya, ada. Kemudian beliau
juga berkata: Tidak ada suatu
riwayat dari seorang sahabat yang
diketahui yang melarang seorang
yang  ‘nusypz’  tidak  menerima
nafkahnya.  Orang-orang  yang
berpendapat sebaliknya dari masalah
ini diinformasikan oleh an-Nakha’i,
asy-Sya’bi, al-Hasan dan az-Zuhri.
Kami telah mengetahui apa yang

menjadi argumentasi mereka.
Kecuali bahwa mereka mengatakan
‘nafkah adalah sebagai imbalan

daripada persetubuhan, jika bersetubuh

dilarang maka terlarang pula hak

nafkahnya.”

3. Rekonstruksi Makna Nafkah
dalam Hukum Keluarga Islam
Kontemporer
Dimaksudkan dengan rekonstruksi

di sini, secara etimologis, yaitu

pembangunan kembali.” Sedangkan

secara terminologis adalah menyusun
ulang secara teratur, berurutan, logis
sechingga mudah dipahami dan

%4Abi Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin
Sa’id bin Hazm, al-Muballa (Bairut: Dar al-
Jael, t.t.), Juz ke 10, h. 88.

95 Ihid., h. 89.
0 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus
Babhasa  Indonesia  Kontemporer — (Jakarta:

Modern Inglish Press, 1991), Edisi ke 1, h.
1254,
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diinterpretasikan. ©" Jadi, rekonstruksi
makna nafkah berarti menata ulang
kembali makna dan substansi kata
nafkah (an-nafgah) sebagai sebuah
pemaknaan dengan prinsip “memelihara
yang lama yang masih baik dan
mengambil yang baru yang lebih
baik (al-mubdfazah ‘ala al-qadim  as-
sdlib wa al-akh% bi al-jadid al-aslih)”.*
Hal ini secara teknis dikontektualisasikan
dengan kebutuhan nyata seorang
isteri dalam rumah tangga keluarganya.
Bertolak dari paparan pembahasan
konsep  maqasid  asy-syari'ah  dan
prinsip umum mengenai pemberian
nafkah kepada isteri dalam hukum
keluarga Islam di atas, dapat
dianalisis berdasarkan teoti maqgasis
asy-syari'ah melalui aplikasi dardriyyah
as-sittah dalam hal hifz an-nafs, hifz an-
nas/ dan bifz al-‘aql Pertama, bahwa
salah satu kewajiban seorang suami
kepada isterinya adalah memberikan
nafkah. Kewajiban ini didasarkan
pada pemahaman para imam mujtahid
pada  teks-teks al-Quran  dan
sunnah, ijmak para ulama dan hasil
berpikir deduktif analogis (g7yas)
sebagaimana  tersebut di  atas.
Substansinya menunjukkan bahwa
seorang suami memberikan nafkah
kepada isteriiya sebagai kewajiban,
bukan suatu anjuran. Sesuai dengan

kaidah #s0/:
Y eit o JB N sl A8

Tl

bt

z 2 2

67 Abdulkadir Muhammad, Hukwm dan
Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 126.

8 Said Agil Husin Munawar, Hukum
Islam dan Pluralitas Sosial, Editor Hasan M.
Noer dan Musyafaullah (Jakarta: Penerbit
Penamadani, 2005), h. 4.

0 Fath ad-Darini, a~Manhaj al-Udséyyah
i itihod bi ar-Ra’y (Damskus: Dar al-Kitob
al-Hadis, 1985), jld. Ke 1, h. 704. Mustafa



“Pada dasarmya perintah itu menunjukkan
wajib dan  tidak menunjukkan makna
selain  wajib, kecnali terdapat indikasi
lain yang memalingkannya”.

Kaidah ini secara substantif
(hagigat) menunjukkan makna wajib,
tidak ada lafaz yang menunjukkan
makna lain (majazi), kecuali benar-
benar ada indikasi (garinah) yang
menunjukkan tidak wajib  (#adb).
Misalnya, isteri nusydz, menghilang
dari rumah tanpa sepengetahuan
suami, dan berselingkuh dengan
suami wanita lain hingga melakukan
perzinaan. Perilaku isteri yang
demikian itu secara maqasid, suami
tidak  berkewajiban memberikan
nafkah kepadanya karena ia tidak
menjaga dan melindungi rumah
tangga suaminya dengan baik.

Kedua, secara maqasid — asy-
syari’ah, bahwa Allah mensyari’atkan
kewajiban seorang suami mencari
dan memberikan natkah kepada
isterinya sesungguhnya adalah agar
mereka mampu mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinab, mawaddab
warabmah (Q.S. ar-Rom, ayat 21).
Sebab, memelihara dan menjaga
ketenangan  jiwa  (bifz  an-nafs),
menjaga dan melestarikan keturunan
(hifz an-nasl) dan kecerdasan akal
pikiran (bifz al-‘agl) tanpa didukung
finansial yang cukup sulit dapat
diwjudkan dengan baik. Oleh karena
itu, Allah membebankan mencari
rizki  (nafkah) untuk keperluan
keluarga (ister) itu kepada kaum
laki-laki (suami). Sedangkan isteri
sebagai patner suami dalam rumah
tangga yang diberi nafkah oleh
suami dengan melaksanakan tugas

Sa’id al-Khin, ASr al-Ikbtilof fi al-Qawd.’id al-
Usoliyyah  fi  1kbtilaf —al-Fugaha’ (Mesit:
Mu’assasah ar-Risalah, 1398 H/1969 M), h.
298.

22

dan kewajiban-kewajibannya baik
sebagai isteri dan ibu rumah tangga
(Q.S. an-Nisa’, ayat 34).

Ketiga, agar tujuan mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah warabmah dimaksud dapat
terlaksana, maka secara waqasid
suamilah yang menjadi acuan untuk
menetapkan besar kecilnya
pemberian nafkah kepada isteri.
Mujtahid Syafriyyah dan sebagian
Hanafiyyah berpendapat suamilah
yang menjadi standar untuk menetapkan
besar dan kecilnya nafkah kepada
isteri. Demikian juga Malikiyyah
menetapkan suamilah yang menjadi
standar  penetapan  besar dan
kecilnya pemberian nafkah kepada
isteri. Pendapat Syafiiyyah dan
sebagian Hanafiyyah juga Malikiyyah
tersebut substansinya adalah sama
bahwa suamilah yang menjadi
acuan untuk menetapkan besar
kecilnya  pemberian  nafkah
kepada isteri. Karena mereka
memahami Q.S. at-Taloq (65) ayat 7
bahwa Allah sendiri yang mengisyaratkan
untuk membedakan antara orang
kaya dan miskin. Dalam konteks ini,
sesuai dengan kedudukan suami
dalam rumah tangga sebagai pencari
nafkah, maka suamilah yang menjadi
acuan penetapan pemberian nafkah
kepada isteri. Hanya saja Malikiyyah
tidak menetapkan jumlah besar
kecilnya nafkah, tetapi lebih ditekankan
pada pemenuhan kecukupan kebutuhan
isteri. Sedangkan pendapat Hanabilah
dan mayoritas ulama Hanafiyyah
menetapkan  pemberian  nafkah
kepada isteri acuannya kepada
keduanya dengan tujuan untuk
menjaga kepentingan bersama.
Pendapat mereka ini didasarkan
pada pemahaman Q.S. al-Bagarah,
ayat 233 dan kasus Hindun binti
‘Utbah isteri Abu Sufyan yang



mengindikasikan bahwa rizki yang
dimaksud dalam ayat dan riwayat
tersebut adalah dengan memberikan

makanan secukupnya kepada keluarga

(isteri). Demikian juga pakaian
diberikan kepada isteri secukupnya
dengan tidak berlebihan.

Dari beberapa pendapat tersebut
di atas, dalam konteks hukum
keluarga Islam kontemporer penulis
lebih cendrung pada pendapat
Syofriyyah dan sebagian Hanafiyyah
yang menetapkan suamilah yang
menjadi acuan dalam pemberian
nafkah  kepada isteri.  Karena
kedudukan suami dalam rumah
tangga berkewajiban mencari rizki
(Q.S. an-Nis®’, ayat 34), bukan
isteri. Pendapat Hanabilah dan
mayoritas ulama Hanafiyyah yang
mengatakan ~ acuan  penetapan
nafkah kepada keduanya (suami dan
isteri) tampak tidak logis kalau isteri
hanya diposisikan sebagai isteri
semata dalam rumah tangga. Secara
z0hir an-nas  Q.S. an-Nis’, ayat 34
terjadi paradok antara tugas dan
kewajiban isteri sebagai patner dan
suami  sebagai pencari nafkah,
terkecuali  posisi  suami  isteri
misalnya sama-sama bekerja, maka
boleh penetapan besar kecilnya
nafkah isteri acuannya adalah
keduanya. Bahkan di era
kontemporer berdasarkan magasid,
pencari nafkah itu boleh suami,
boleh isteri, boleh kedua-duanya
atau tidak keduanya yang penting
ada bekal untuk hidup dalam rumah
tangga.

Keempat, jumlah  kadar
pemberian natkah kepada isteri.
Sebagaimana telah dikemukakan di
atas, di kalangan mazhab Syafi’i
menetapkan kewajiban suami yang
miskin memberikan nafkah kepada
isteri minimal satu mud dalam setiap
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hari dari makanan pokok yang
berlaku di negaranya seperti gandum
dengan macam jenisnya, satu
setengah mud bagi suami yang agak
mampu dan dua mud bagi suami
yang mampu. Penetapan jumlah
kadar pemberian natkah suami
kepada isteri yang ditetapkan oleh
mazhab Syafi’i ini masih relevan
dengan dinamika kehidupan era
kontemporer. Hanya perlu dimaknai
dan diinterpretasikan sesuai dengan
kondisi zaman. Karena dengan
ditetapkan  jumlah  besar  dan
kecilnya pemberian nafkah kepada
isteri pada setiap hari atau setiap
minggu, setiap bulan atau setiap
tahunnya, maka terdapat kepastian
bagi  kehidupan  isteri  dalam
pengaturan keuangan di dalam
rumah tangga. Dalam praktik di era
kontemporer ini harus disesuaikan
dengan perkembangan harga bahan
makanan pokok yang berlaku di
negara atau daerahnya masing-
masing  seperti  beras, minyak
goreng, sayur mayur dan kebutuhan
pokok yang lainnya. Demikian juga
di kalangan mazhab Hanbali yang
menggunakan standar 74/, minimal
dua 7/ suami  berkewajiban
memberikan nafkah kepada isteri
pada  setiap  harinya = mesti
disesuaikan dengan perkembangan
harga bahan makanan pokok yang
berlaku di negara atau daerahnya.
Jadi, jika seorang isteri dalam setiap
hari misalnya membutuhkan uang
belanja Rp 100.000, berarti dalam
satu  minggu  seorang  suami
berkewajiban memberikan nafkah
(uang belanja) sebesar Rp 700.000,-.
Dari jumlah ini dapat diestimasi
bahwa seorang suami dalam setiap
bulam berarti berkewajiban
memberikan nafkah kepada isterinya
sebesar Rp 2.800.000,-. Selain itu,



ditambah lagi dengan kebutuhan
sandang (kiswah) pada setiap bulan,
misalnya  Rp  500.000,-. Berarti
seorang suami yang fakir/miskin
berkewajiban memberikan nafkah
kepada isteri pada setiap bulan
sebesar Rp 3.300.000,-. Sedangkan
bagi suami yang tingkat ekonominya
menengah ke atas sebesar Rp
6.000.000,- dan bagi suami yang
“kaya” sebesar Rp  10.000.000
sampai dengan Rp. 15.000.000,-.
Estimasi demikian adalah berlaku
untuk di suatu negara atau daerah di
mana mereka berdomisili.

Berbeda dengan maZzhab Syafi’i,
di kalangan mazhab Maliki dan
sebagian ulama maZhab Hanalfi,
mercka tidak menetapkan jumlah
kadar nafkah kepada isteri, tetapi
lebih menitikberatkan pada standar
nafkah dengan pemenuhan kebutuhan
isteri (muqaddarab bi al-kifdyah) pada
setiap bulannya yang disesuaikan
dengan tradisi (a/-Qdab) di mana
mereka  berdomisili.  Penetapan
standar nafkah isteri yang demikian
ini tampak tidak rasional, karena
tidak ditetapkan angka nominal yang
pasti pada setiap satu minggu atau
setiap bulannya. Bahkan sangat
boleh jadi natkah isteri pada setiap
bulannya akan lebih besar, diestimasi
bisa mencapai Rp 10.000.000,-
sampai dengan Rp 20.000.000,- di
luar kebutuhan sandang. Sementara
yang didapatkan suami pada setiap
bulan dari hasil usahanya misalnya
hanya sebesar Rp 5.000.000,- sampai
dengan Rp 10.000.000,-. Dengan
kondisi demikian, dapat dipastikan
tidak akan terpenuhi nafkah isteri
yang menjadi kewajiban suami jika
mesti sesuai dengan yang telah
diestimasikan tersebut di atas.

Berdasarkan magqaisid asy-syari’ah,
baik penetapan jumlah kadar nafkah
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dari mazhab Syafii maupun dari
kalangan maZzhab Maliki substansinya
adalah sama, vyaitu terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan isteri dalam
rumah tangga sebagai manifestasi
dati /i maSalih al-7bad. Karena dalam
upaya  mewujudkan  kehidupan
rumah tangga yang harmonis perlu
didukung oleh finansial yang cukup
dan  memadai. Tetapi, dalam
praktiknya tidak boleh memberatkan
tanggungjawab dan kesanggupan
suami dalam memberikan nafkah
kepada isteri, sesuai dengan firman
Allah dalam Q.S. at-Talaq (65), ayat
7:

< g s age s Ces

sl BN el 1 G N
“Allah tidak memikulfan beban kepada
seseorang melainkan (sekedar) apa yang
Allah berikan kepadanya’”.

Di  samping itu, meskipun
memberikan nafkah kepada isteri
merupakan suatu kewajiban suami,
tetapi tidak boleh mengakibatkan
mudarat atau kemafsadatan kepada
dirinya (suami) dan kepada orang
lain (isteri), karena bertentangan
dengan prinsip kemaslahatan ajaran
agama. Hadis diriwayatkan oleh
Imom Malik, Abv Dawud, Ibn
Majah dan Dor Qutni dari Abi Sa’id
Sa’ad bin Malik bin Sinan al-
Khudri, Rasulullah Saw. (w. 632 M)
bersabda:

V. G
N3 oY

OMalik bin Anas, al-Muwatta’ (Bairat:
Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), Cet. ke 1, h.
489. Abu Dawad, Sunan Abi Dawnd, Juz ke
2, h. 143. Zain ad-Din al-Hanbali, Jawi’ al-
Uliim, op.cit., h. 265. Mustafa Zaid, a/-
Maslahah, loc.cit. Abdul Wahab Khallaf,
Masddir at-Tasyri’ al-Islimi Fima la Nassa Fib
(Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h. 106.



Seseorang tidak boleh berbuat mudarat
terbadap — dirinya  dan  tidak  boleh
memudarati orang lain”.

Substansi dari pernyataan Rasulullah
Saw. ini adalah mengafirmasi kemaslahatan
dan menegasikan kemudaratan. Apabila
kemudaratan  dinegasikan, maka
berarti kemaslahatan diafirmasi. Jadj,
bahwa berbuat kemudaratan baik
terhadap diri sendiri maupun orang
lain adalah dilarang sama sekali,
karena kontradiksi dengan kemaslahatan
kehidupan manusia. Oleh sebab itu,
kemudaratan di mana pun berada
harus dihilangkan. Sejalan dengan
kaidah fighiyyah:

" 5
“Kemudaratan harus dibilangkan”.

Adapun pendapat mazhab Hanbali
dan mayoritas Hanafiyyah yang
tidak menetapkan jumlah nominal
pemberian nafkah kepada isteri,
tetapi didasarkan pada pemenuhan
kebutuhan isteri secukupnya sebagaimana
mazhab Maliki baik pangan, sandang
dan kebutuhan-kebutuhan lain pada
setiap minggu atau setiap bulannya
adalah cukup memberatkan suami.
Karena kebutuhan tersebut tidak
dapat diestimasi dengan pasti,
meskipun didasarkan pada tradisi,
situasi dan kondisi di mana mereka
berdomisili. Sementara al-Qut’0n
sendiri (at-Tal0q, ayat 7) menegaskan
“tidak boleh memberikan beban kepada
seseorang  kecuali dengan kadar

"Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman bin Abi
Bakar as-SuyUti, a/~-Asybdh wa an-Nazd'ir fi
al-Furii’  (Surabaya-Indonesia:  Maktabah
Muhammad bin Ahmad bin Nubhan wa
Auladuh, t.t), h. 59. Zain al-‘Abidin bin
Ibrahim ibn Nujaim, alAsybah wa an-
Naza'ir (al-Qahirah: Mu’assasah al-Halabi
wa Syurakauh li an-Nasyr wa at-Tauzi’,
1387 H/1964 M), h. 85. Al-Burnv, gp.cit, h.
81.
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kemampuannya”.  Jadi
secara maqosid asy-syari'ah agar hifz
an-nafs, hifz an-nasl dan bifz al-‘aq/
terealisir dan cita-cita membangun
kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warabmah terwujud
dengan baik, maka mesti ditetapkan
jumlah nominalnya agar nafkah yang
diberikan suami kepada isteri bisa
diestimasi untuk kebutuhan hidup
setiap bulannya di era kontemporer
ini.

asumsinya,

. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan
tersebut di atas dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

. Bahwa memberikan nafkah kepada

isteri adalah kewajiban suami, baik
nafkah lahir maupun batin. Naftkah
lahir besifat material, sedangkan
nafkah batin bersifat immaterial
(abstrak), tetapi sangat menentukan
untuk terwujudnya sebuah rumah
tangga yang harmonis.

. Kata 7 nafkah (an-nafgah)” dalam

konteks hukum keluarga Islam
kontemporer perlu  direkonstruksi
pemaknaannya schingga mampu
menjawab problem nafkah dalam
kehidupan rumah tangga di zaman
now.

. Prinsip pemberian nafkah kepada

isteri oleh suami secara maqasid asy-
syariah dapat mewujudkan kemaslahatan
dan keharmonisan rumah tangga
serta dapat mengantisipasi kemafsadatan
yang “krusial” dalam kehidupan keluarga
besar (al-‘ailah) dan kecil (al-usrah).
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